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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik simpulan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan 

kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango telah berjalan degan 

cukup baik dimana untuk (1) aspek komunikasi menjadi hal yang sangat krusial 

untuk dibenahi karena komunikasi dalam pengembangan wisata antara pemerintah 

Kabupaten dengan masyarakat belum terjalin dengan baik, (2) pada aspek sumber 

daya sudah cukup baik dimana untuk kemampuan sudah baik, sementara anggaran 

dan fasilitas belum memadai, (3) pada aspek sikap pelaksana sudah baik dimana 

seluruh stakeholder dan masyarakat memiliki sikap dan komitmen yang tinggi 

untuk pengembangan wisata, (4) untuk struktur birokrasi sudah baik karena setiap 

stkakeholder memiliki peran yang sesuai dan pemanfaatan keja sama dengan 

swasta juga sudah terjalin dengan baik namun untuk tindak lanjut birokrasi 

dengan penerbitan peraturan daerah secara khusus untuk pengelolaan wisata 

pantai Botunuo masih harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bone Bolango. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, 

maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan langkah strategi 

yang dilakukan berdasarkan proses manajemen terpadu pada pengembangan 
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wisata seperti melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan, 

pengorganisasi, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka pengembangan 

wisata. Pentingnya bagi pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk 

sennatiasa melibatkan maysrakat sekitar dalam penjagaan lingkungan dan 

aksesibilitas menju obyek wisata agar masyarakat merasakan kemudahan 

untuk mengunjungi wisata pantai Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango 

2. Pemerintah dan masyarakat harus lebih optimal dalam komunikasi dan 

pemanfaatan teknologi informasi terutama media sosial dalam rnagka untuk 

mempromosikan wisata dengan berbagai kelebihan alat promosi yang ada 

dalam media sosial. Kemudian khusus bagi masyarakat perlu menjaga dan 

meningkatkan komitmen dalam pengembangan wisata dan meningkatkan 

kemauan untuk lebih kreatif dalam membuat produk atau jasa yang 

mendatangkan manfaat ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan 

perkapita masyarakat di sekitar objek wisata pantai Botutonuo Kabupaten 

Bone Bolango. 

3. Pemerintah perlu menawarkan konsep keberlanjutan dan pemberdayaan 

masyarakat yang berbasis budaya dan ekonomi kreatif dengan mengacu pada 

upaya-upaya mempromosikan destinasi secara bertanggung jawab 

(responsible) yang tujuannya adalah memaksimalkan benefit bagi masyarakat 

lokal dan berkelanjutan. Dalam hal ini pemasaran suatu destinasi tidak hanya 

diorientasikan pada meraih kunjungan yang sebesar-besarnya tetapi juga 

memperhitungkan daya dukung lingkungan dan sumberdaya yang tersedia. 
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4. Perlu adanya kerja sama dengan para investor atau perusahaan yang berdiri di 

Kabupaten Bone Bolango agar CSR dari perusahaan diarahkan dalam upaya 

pembangunan wisata dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat di sekitar 

wisata di Kabupaten Bone Bolango. Dengan cara ini maka seluruh elemen 

pelaku ekonomi akan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan 

wisata.  
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